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Ikhtisar Putusan :  

  Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya 
telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 50 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon 
adalah pengujian Undang-Undang in casu UU 30/2002 terhadap UUD 1945, yang menjadi 
salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 
10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah 
berwenang mengadili permohonan a quo. 

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para 
Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 30/2002 yang dimohonkan pengujian, 
dalam kualifikasinya sebagai sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi 
sebagai advokat yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya (tidak mendapatkan jaminan 
kepastian hukum) karena adanya dualisme penanganan tindak pidana korupsi yang 
diakibatkan oleh adanya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo dan apabila 
dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi 
terjadi. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai 
Para Pemohon dalam permohonan a quo. 

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan 
Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU 30/2002sebagaimana didalilkan Pemohon, 
Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 
1. Bahwa  dari Pembukaan dan beberapa pasal UUD 1945 serta konsiderans Undang-

Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dikutip di atas, 
menurut Mahkamah keduanya sejalan, yakni kehendak untuk mewujudkan masyarakat 
adil, makmur, dan sejahtera yang terhambat karena adanya tindak pidana korupsi, 
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sehingga tindak pidana korupsi harus diberantas. Tindak pidana korupsi digolongkan 
sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar 
biasa. Oleh karena itu, institusi yang diberi kewenangan untuk memberantasnya, seperti 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK) oleh Pasal 2 UU 
30/2002, diberikan kewenangan luar biasa dalam hal melakukan supervisi dan koordinasi 
dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Bahkan KPK juga 
diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan pembicaraan 
seseorang dan tidak boleh mengeluarkan SP3. 

2. Pasal 8 UU 30/2002 sudah tertib dan memenuhi kepastian hukum sebab Pasal 8 ayat (1) 
menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan 
pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi lain yang menjalankan tugas 
dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi 
yang melaksanakan pelayanan publik. Ayat (2) menyatakan KPK juga berwenang 
mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang 
sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Selanjutnya ayat (3) mengatur dalam 
hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian dan kejaksaan wajib 
menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain 
yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 
tanggal diterimanya permintaan KPK. Bilamana dilakukan penyerahan hal-hal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka ayat (4) menentukan harus dibuat dan 
ditandatangani berita acara penyerahan sehingga tugas dan kewenangan kepolisian atau 
kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK. 

3. Pasal 50 UU 30/2002 sudah jelas maksudnya, karena ketentuan yang terdapat pada ayat 
(1) yang menyatakan bahwa apabila KPK belum melakukan penyidikan untuk tindak 
pidana korupsi sedangkan perkara tersebut telah disidik oleh kepolisian atau kejaksaan, 
maka kepolisian atau kejaksaan wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Ayat (2) 
menentukan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus 
dengan KPK. 

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadinya dualisme dalam 
penanganan tindak pidana korupsi yang oleh Pemohon didalilkan bahwa adanya dualisme 
tersebut merugikan hak konstitusional advokat karena Pemohon menghadapi 
ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penanganan perkara korupsi, menurut 
Mahkamah, meskipun terdapat dualism namun keduanya tidaklah tumpangtindih karena 
masing-masing institusi tetap dapat menjalankan kewenangannya dan untuk 
menghilangkan ketidakpastian dan ketidakadilan tersebut KPK diberikan kewenangan 
khusus untuk melakukan supervisi dan koordinasi. Dalam kaitan ini, maka yang menjadi 
dasar adalah hubungan antara lex specialis dan lex generalis. 

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah 
dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan 
oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak beralasan menurut 
hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar 
putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 

 

 


